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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan
mengadi | i perkara perdata pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,

tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu

Rumah  Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang,

sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para

saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan  surat Permohonannya
tertanggal 05 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadil an Agama Kabupaten Malang Nomor:3811/Pdt.G/
2011/PA .Kab.MIlg mengemukakan hal- hal sebagai berikut

1. Pada tanggal 05 Oktober 1998, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari

Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/19/X/1998

tanggal 05 Oktober 1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan

Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.33/PW.01/21/V11/2011 tanggal 27

Juli  2011);

2. Setelah pernikahan  tersebut Pemohon dengan  Termohon
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah

orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama lebih Kkurang
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tetap mengirim nafkah kepada Termohon, Selama pernikahan

tersebut Pemohon dengan  Termohon telah hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan

dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK | PEMOHON dan TERMOHON, umur 12 tahun;

b. ANAK Il PEMOHON dan TERMOHON, umur 12 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2008 antara
Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- Termohon bermain cinta dengan laki- laki lain,pada
saat Pemohon pergi bekerja di Bali dan antara ia
dengan laki- laki tersebut saling berjalan bersama ia
telah memiliki anak dengan laki- laki tersebut;

4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang
pada bulan Februari 2008, Pemohon pergi  meninggalkan
Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri
dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun 6
bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak
memperdulikan  Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir
maupun batin;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mamberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

kepada Termohon;

w

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;
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Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses
mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. ABD. ROUF, M.H., Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi
mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan
pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para
pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat
Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon
dan Pemohon bersedia memberi nafkah anak setiap bulan sebesar
Rp. Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak

tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon  tersebut,
Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada
pokoknya  membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon  dan

menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah
tangganya dengan Pemohon dan tidak keberatan atas kesanggupan
Pemohon untuk memberi nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Nomor : 299/19/X/1998
Tanggal 05 Oktober 1998; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon
tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon
menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-
saksi yaitu
Saksi I: SAKSI | PEMOHON, wumur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan
persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



e

g Direktori Putygan Malkaman AgUno BeRib Uk Indenssia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai
dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan
Termohon hidup rukun di rumah orang tua Termohon.
Kemudian Pemohon pergi bekerja ke Bali;
— Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah
rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon dan
Termohon sering bertengkar karena Termohon
selingkuh dengan laki- laki lain;
Saksi Il:  SAKSI Il PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan
persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerali
dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula  Pemohon dan
Termohon hidup rukun di rumah orang tua Termohon.
Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak
rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan
laki- laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui  sekarang Pemohon dan
Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya
namun tidak Dberhasil dan saksi tidak sanggup
untuk mendamaikannya lagi ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut

Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak
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menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan
mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak
terpisahan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan para pihak, dalam setiap tahap persidangan bahkan
telah memberikan kesempatan yang seluas- luasnya untuk menempuh
jalur medi asi dengan Mediator Drs. ABD. ROUF, M.H.Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tidak berhasil, maka
perintah pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989 serta perubahannya
Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang -undang Nomor 50
tahun 2009 jo pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal.
(Vide: Peraturan MARI Nomor 02 Tahun 2000 dan Perubahannya
Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2008).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti
bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang
sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada
dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Yyang
disebabkan termohon telah selingkuh dengan laki laki lain
sehingga berakibat antara pemohon dan termohon pisah rumah
selama kurang lebih 3 Tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah
membenarkan dalil Permohonan Pemohon dan sudah tidak sanggup

lagi hidup berumah tangga dengan pemohon;
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kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon, jawaban
termohon dan keterangan saksi saksi maka terungkap fakta yang
pada pokoknya rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak
harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus yang berakibat antara pemohon dan termohon pisah
rumah selama kurang lebih 3 Tahun dan selama itu antara pemohon
dan termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian vyang dilakukan oleh
Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta
mana di hubungkan dengan sikap Pemohon vyang tetap pada
permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan
bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat
didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah
pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga
tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian
yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman
Allah dalam Al-quran surat Al Bagoroh ayat 227

gvni TvpA tn0™ a°0 @zc0™ “uvysi y@a

Artinya : “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk)

talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut diatas maka permohonan  Pemohon dipandang telah
mempunyai cukup  alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi
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termohon setiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima

puluh ribu rupiah) dan atas kesanggupan pemohon tersebut

termohon menerimanya, maka diperintahkan kepada pemohon untuk
membayar nafkah anak kepada termohon setiap bulan sebesar Rp.

250.000,- sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh
pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan
Undang- Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan
ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak kepada Termohon
minimal sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

3. Mamerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten

Malang untuk mengirim Salinan Penetapan |krar Talak ini
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4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 September
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 H., oleh
kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.
WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, sebagai Hakim- Hakim Anggota
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim
Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera
pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya : Rp 38

Kepaniteraan . .000, -

2. Biaya . Rp 170.
000, -

Proses .

3. Materai cRp
6.000,-

Jumlah : Rp 214.
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